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Abstract: This article presents initial findings about public accountability and performance 
measurement practices in Indonesian local government institutions. Moreover, this article provides 
accountability tools, content, and reason. In addition, factors affecting performance measurement 
practices, and indications of the existence of institutional isomorphism are also discussed. 

Abstrak: Makalah ini menyajikan temuan awal dari sebuah studi tentang praktik akuntabilitas dan 
pengukuran kinerja institusi pemerintah daerah di Indonesia. Isi, alat dan alasan pelaporan 
akuntabilitas dipaparkan dan didiskusikan. Faktor-faktor yang mempengaruhi praktik pengukuran 
kinerja, dan indikasi keberadaan isomorphism kelembagaan juga dibahas. 
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Pendahuluan 
Sektor publik di Indonesia, khususnya 

organisasi pemerintahan— terutama 
pemerintahan daerah, sedang mengalami satu 
periode waktu yang menuntut adanya 
perubahan yang cukup cepat dan signifikan. 
Tumbangnya rezim lama (orde-baru) dengan 
pola manajemen pemerintahan yang sangat 
sentralistik menjadi momentum yang sangat 
tepat untuk mewujudkan pemerintahan yang 
lebih otonom dan mandiri. Semenjak reformasi 
bergulir satu dekade yang lalu itulah tuntutan 
akan perubahan tersebut begitu deras dirasakan 
oleh institusi pemerintahan daerah. Pertama, 
kehadiran regulasi baru (terkait otonomi 
daerah) ‘memaksa’ pemerintah daerah untuk 
banyak berbenah diri agar dapat mengakomo-
dasi regulasi baru tersebut. Kedua, ekspektasi 
publik terhadap pemerintah daerah semakin 
meningkat seiring dengan eforia reformasi dan 
terbukanya informasi sehingga begitu banyak 
kesempatan bagi publik untuk mengetahui, 
mengikuti, menilai dan kemudian mengkritisi 
program-program yang dijalankan oleh 
pemerintah daerah. 

Regulasi dan ekspektasi publik menjadi 
faktor yang sangat berpengaruh penting dalam 
mengubah praktik manajemen pemerintahan 
di daerah. Pemerintahan yang sentralistik telah 
menjadi desentralistik, setidaknya dalam 
dataran formal, setelah kehadiran UU No. 
22/1999 tentang pemerintahan daerah dan UU 
No. 25/1999 tentang perimbangan keuangan 
antara pemerintah pusat dan daerah (yang 
kemudian, digantikan oleh UU No. 32 dan 
No.33 tahun 2005). Di sisi lain, keberadaan 
publik tidak bisa lagi dipandang sebagai sekedar 
pelengkap apalagi pelengkap penderita di 
dalam mekanisme pelayanan publik. Masya-
rakat yang tidak puas terhadap pelayanan yang 
diberikan oleh institusi pemerintah tidak mau 
lagi pasrah dan berdiam diri begitu saja. Protes 

dalam berbagai bentukpun biasanya dengan 
mudah bisa dilakukan oleh masyarakat tanpa 
takut dengan tindakan represif dari aparat 
meski terkadang berlebihan dan tidak 
proporsional lagi. 

Tidak bisa dipungkiri bahwa hadirnya 
rangkaian regulasi yang begitu banyak, 
beragam dan acapkali tumpang tindih atau 
bahkan kontradiktif satu sama lain sangat 
membingungkan pagi pelaksana di lapangan. 
Regulasi yang sedianya menjadi obat untuk 
menyembuhkan ‘penyakit’ dalam manajemen 
pemerintahan justru menjadi penyakit baru 
yang tidak kalah berbahayanya daripada penya-
kit semula. Pemerintah daerah di Indonesia 
memang sedang menghadapi tantangan baru 
yang tidak mudah untuk ditaklukkan. Meski 
otonomi daerah telah berjalan satu dekade, 
upaya untuk mewujudkan akuntabilitas publik 
jelas masih menyisakan banyak pekerjaan 
rumah. Keberadaan berbagai regulasi terkait 
dengan otonomi daerah dan akuntabilitas 
publik tidak serta-merta menghasilkan peme-
rintahan yang akuntabel dan berkinerja baik. 

Beberapa studi yang dilakukan oleh 
berbagai lembaga riset di berbagai belahan 
dunia termasuk Bank Dunia menemukan 
hubungan yang sangat kuat antara baiknya tata 
kelola dengan kinerja institusi pemerintah. 
Bagaimana dengan di Indonesia? Belum 
banyak ditemukan bukti empirik tentang topik 
ini. Riset yang terkait dengan topik ini masih 
sangat diperlukan di Indonesia agar bisa 
diketahui sejauh mana praktik akuntabilitas 
berjalan sehingga bisa diambil langkah stratejik 
untuk meningkatkan kualitas dan memper-
baikinya jika memang diperlukan. 

Makalah ini ditulis berdasarkan sebuah 
studi empirik tentang praktik akuntabilitas dan 
pengukuran kinerja di institusi pemerintah, 
dengan objek penelitian pemerintah daerah di 
seluruh Indonesia. Studi ini bertujuan untuk 
menemukan bukti empirik tentang alat, isi, dan 
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alasan akuntabilitas serta faktor-faktor yang 
mempengaruhi praktik akuntabilitas dan 
pengukuran kinerja di dalam tata kelola 
pemerintahan di institusi pemerintah daerah di 
Indonesia.  

Kajian Literatur 

Akuntabilitas dan Pengukuran Kinerja 
Akuntabilitas di sektor publik adalah 

sebuah konsep yang cukup komplek dan multi 
dimensi. Salah satu definisi dasar dan umum 
dari akuntabilitas adalah: 

“those acting on behalf of another person or 
group, report back to the person or group, or 
are responsible to them in some way” 
(Hughes 2003:237) 

Dalam dua dekade terakhir, akuntabilitas 
sektor publik telah menjadi topik yang hangat 
dan mendunia. Banyak negara yang telah 
mengintegrasikan konsep ini ke dalam tatanan 
regulasi dan perundang-undangan (Fowles 
1993; Hyndman & Anderson 1995). Salah satu 
aspek penting dalam akuntabilitas pemerin-
tahan daerah adalah pelaporan kinerja kepada 
pemerintah pusat dan stakeholder lainnya. Di 
Indonesia, pengukuran kinerja juga telah 
menjadi bagian penting dari reformasi 
manajemen sektor publik (Podger & Perwira 
2004). Di era reformasi ini, institusi pemerin-
tah daerah memiliki tanggung jawab pelaporan 
kepada pemerintah di atasnya (vertical accoun-
tability) dan juga kepada publik (horizontal 
accountability) melalui dewan perwakilan 
rakyat daerah (Mardiasmo 2002). 

Akuntabilitas pemerintah daerah diukur 
dengan indikator keuangan dan kinerja. 
Indikator kinerja memiliki peran yang signi-
fikan dalam pengendalian manajemen untuk 
menjamin bahwa organisasi dikelola dengan 
baik guna melayani para stakeholdernya sebaik 
mungkin. Oleh karena itu, pengukuran kinerja 
menjadi sangat vital untuk mewujudkan 

akuntabilitas eksternal dan internal (Kloot 
1999; McPhee 2005; Tilbury 2006). Akunta-
bilitas eksternal terwujud jika organisasi publik 
memberikan pertanggungjawaban kepada 
pihak luar (Boyne et al 2002), sementara 
akuntabilitas internal dilakukan di dalam mata 
rantai birokrasi (Mejier 2003). Pengukuran 
kinerja sektor publik memiliki banyak definisi, 
salah satunya yang popular adalah:  

“the systematic assessment of how well 
services are being delivered to a community 
– both how efficiently and how effectively” 
(Hatry 1980:312). 

Hubungan antara input yang diperlukan 
dengan output yang dihasilkan diukur dengan 
terminologi efficiency, sementara hasil dan 
kualitas pelayanan diukur dengan effectiveness. 
Osborne dan Gaebler (1992) menyatakan jika 
ingin memenangkan dukungan publik, pejabat 
pemerintah perlu menunjukkan hasil yang 
dicapai. Mengelola dan mengukur kinerja telah 
menjadi salah satu kunci penting dalam 
reformasi sektor publik (Gianakis 2002). 

Pertanyaan mendasarnya adalah: setelah 
proses perubahan cukup lama berjalan sudah-
kah, akuntabilitas dan pelaporan kinerja 
pemerintah terwujud di negeri ini? Jawabannya 
akan bergantung pada pihak mana yang 
memberikan jawabannya. Aparat pemerintah 
kemungkinan besar akan menjawab serentak 
‘tentu sudah’. Sejak awal reformasi institusi 
pemerintah, termasuk pemda memang sudah 
memberikan laporan akuntabilitas kinerja 
institusi pemerintah (LAKIP) yang menjadi 
tuntutan dari Inpres No.7/1999. Di lain pihak, 
DPRD, dunia usaha dan sebagian besar 
masyarakat luas nampaknya masih merasakan 
hal yang berlawanan dengan klaim pemerintah 
tersebut. Hal ini bisa kita saksikan dengan 
mudah di dalam kehidupan nyata dimana 
kekecewaan masih lebih dominan daripada 
kepuasan publik. Perseteruan lembaga legislatif 
dan eksekutif semakin sering terjadi. Dunia 
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usaha juga sering melontarkan ketidak-
tanggapan pemerintah terhadap kebutuhan 
pelaku bisnis sehingga menghambat 
pertumbuhan dunia usaha. 

Institusi pemerintahan hadir untuk 
melayani kebutuhan para stakeholdernya. 
Untuk dapat melayani dengan baik, institusi 
pemerintah memerlukan tata kelola yang 
mampu mewujudkan sebuah pelayanan yang 
disediakan secara adil, efektif dan efisien. 
Akuntabilitas merupakan salah satu pilar 
penting dari sebuah tata kelola yang baik. Di 
berbagai belahan dunia, akuntabilitas dan 
pengukuran kinerja sebagai salah satu pilar 
pentingnya telah menjadi topik yang hangat 
dan sangat menarik untuk didiskusikan di 
dunia praktik maupun akademik. Sebagai 
negara berkembang, Indonesia juga tidak bisa 
lepas dari permasalahan tata kelola pemerin-
tahan, terlebih sejak digulirkannya reformasi 10 
tahun silam tuntutan masyarakat agar institusi 
pemerintah lebih akuntabel dan berkinerja 
bagus semakin kuat. 

Isomorfisma 
Studi tentang pengukuran kinerja di dalam 

organisasi pemerintahan muncul sebagai akibat 
dari kehadiran reformasi sektor publik, oleh 
karena itu sangat tepat jika kita merujuk pada 
konsep isomorfisma (Pilcher 2007). Konsep ini 
menggambarkan sebuah proses homogenisasi 
organisasi dalam sebuah lingkungan terntentu 
(DiMaggio dan Powell 1983). Definisi 
isomorfisma adalah:  

“is a constraining process that forces one 
unit in a population to resemble other units 
that face the same set of environmental 
conditions” (DiMaggio dan Powell 
1983:149). 

Ada dua tipe isomorfisma, yaitu isomor-
fisma kompetitif (competitive isomorphism) dan 
isomorfisma institusional (institutional 

isomorphism). Yang pertama berhubungan 
dengan kompetisi pasar dan yang kedua 
berhubungan dengan sebuah situasi dimana 
sebuah organisasi juga harus berkompetisi 
untuk mendapatkan kekuatan politik dan 
legitimasi institusional. Studi ini mengadopsi 
konsep yang kedua karena organisasi pemerin-
tah daerah tidak berada dalam kompetisi yang 
bebas dan terbuka sepenuhnya. Ada 3 mekanis-
me isomorphism, yaitu: (1) coercive isomor-
phism, yang muncul sebagai akibat dari 
pengaruh politik dan legitimasi, (2) mimetic 
isomorphism, yang merupakan reaksi organi-
sasi atas ketidakpastian, dan (3) normative 
isomorphism, yang diasosiasikan dengan 
profesionalitas. 

Dalam studi ini, persepsi pejabat senior 
pemerintah daerah tentang praktik akunta-
bilitas dan pengukuran kinerja ditempatkan 
dalam rerangka teori institusional. Penggunaan 
pengukuran kinerja dalam organisasi peme-
rintah daerah bergantung kepada tarik-menarik 
kekuatan antar konstituennya. Misalnya, 
sangat mungkin sekali bahwa pelaksanaan 
pengukuran kinerja di daerah dilakukan karena 
adanya rasa ketergantungan kepada pemerintah 
pusat, terutama berkaitan dengan alokasi dana 
APBD. Dalam konteks inilah coercive 
isomorphism kemungkinan besar hadir dalam 
tata kelola organisasi pemerintahan di 
Indonesia. 

Ada kurang lebih 450 pemerintah 
kabupaten dan kota di seluruh Indonesia 
(ketika survei dilaksanakan pada mid/akhir 
2008). Secara organisasional kondisinya cukup 
heterogen dari sisi luas wilayah, populasi, 
SDM, besar asset maupun kemampuan 
keuangan dan manajerialnya. Dalam hal 
praktik manajemen pemerintahan seperti 
pengukuran dan pelaporan kinerja 
kemampuan mereka juga tidak sama. Sebagian 
besar masih berada pada level yang sangat 
elementer, meskipun sudah ada juga yang telah 
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memiliki kemampuan menengah dan lanjut. 
Dalam meningkatkan kualitas laporan kinerja, 
pemerintah daerah tertentu bisa mengambil 
pelajaran dari koleganya yang telah lebih maju 
secara langsung maupun tidak. Oleh karena itu, 
mimetic isomorphism diduga kuat juga hadir 
di Indonesia. 

Mengingat kemampuan SDM pemerintah 
daerah yang umumnya masih relatif rendah, 
pada saat ini sudah muncul kecenderungan 
yang baik dari pemerintah daerah dalam 
meningkatkan kualitas SDM mereka melalui 
berbagai jalur. Berbagai pelatihan teknis non-
gelar sampai dengan jalur akademik bergelar 
(diploma, strata satu dan magister) telah 
digunakan untuk meningkatkan kemampuan 
SDMnya. Sudah banyak alumni dari berbagai 
institusi pendidikan tinggi yang kembali 
bekerja ke daerahnya masing-masing dengan 
membawa ilmu dan kemampuan baru untuk 
meningkatkan kualitas manajemen pemerin-
tahan daerah mereka masing-masing. 
DiMaggio dan Powell (1983) memberikan 
arguman bahwa semakin berpendidikan SDM 
yang dimiliki organisasi, semakin besar 
kemungkinan organisasi tersebut menjadi 
mirip satu sama lain dalam hal praktik 
manajemen. Di sini nampaknya normative 
isomorphism juga akan atau mungkin sudah 
hadir di Indonesia. 

Pra-Survei 
Sebelum kuesioner tentang akuntabilitas 

dan kinerja pemerintah daerah dikirimkan 

kepada pejabat senior di kabupaten dan kota di 
seluruh Indonesia, terlebih dahulu dilakukan 
pra-survei studi untuk mendapatkan masukan 
tentang daftar pertanyaan yang akan diajukan. 
Pra-survei untuk menguji kuesioner ini 
dilakukan dengan menggunakan mahasiswa 
Magister Ekonomika Pembangunan UGM 
yang hampir seluruhnya adalah para pegawai 
pemerintah daerah dari berbagai pelosok 
nusantara. Sebanyak 150 mahasiswa dari 7 
kelas yang berbeda diberi kesempatan untuk 
mengisi kuesioner dan 126 kuesioner diterima 
kembali untuk di analisis. Ada 15 kuesioner 
yang tidak diisi dengan lengkap sehingga hanya 
109 yang bisa di analisis. 

Hasil analisis pra-survei dapat dilihat pada 
tabel 1 s/d 3 berikut ini. Satu variabel, yaitu 
komitmen manajemen tidak bisa dianalisis 
dengan menggunakan regresi berganda karena 
ada masalah dengan reliabilitas data (cronbach 
alpha rendah). Hal ini mengindikasikan bahwa 
variabel komitmen tidak terlalu menjadi 
perhatian serius dari para responden. Hal ini 
masih bisa dijelaskan mengingat mereka secara 
umum adalah para pegawai baru yang belum 
memiliki pengalaman yang banyak dalam 
organisasi tempat mereka bekerja sehingga 
persepsi mereka tentang komitmen tidak 
konsisten. Kesulitan pengukuran, regulasi, dan 
pengetahuan teknis secara statistik memiliki 
pengaruh signifikan terhadap pengembangan 
indikator kinerja. 

 
Tabel 1 

Pengembangan Indikator Kinerja 

Faktor coefficient t Sig 
1. Kesulitan pengukuran -.294 -3.458 .001 
2. Regulasi .258 2.797 .006 
3. Pengetahuan Teknis .204 2.144 .034 
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Tabel 2 
Penggunaan Indikator Kinerja 

 variabel coefficient t Sig 
1. Regulasi .373 4.117 .000 
2. Pengetahuan Teknis .275 2.996 .003 
3. Kesulitan pengukuran -.093 -1.127 .262 

 
Untuk penggunaan indikator kinerja, 

hanya kesulitan pengukuran yang secara statis-
tik tidak berpengaruh signifikan, sedangkan 
pengetahuan teknis dan regulasi berpengaruh 
signifikan. Bahkan untuk regulasi bisa dikate-
gorikan sangat signifikan, seperti ditunjukkan 
oleh tabel 2. Kesulitan pengukuran memang 
seharusnya tidak mempengaruhi penggunaan 
indikator karena secara umum kesulitan 
pengukuran terjadi pada tahapan pengembang-
an indikator bukan pada tahap penggunaan. 
Jadi, secara keseluruhan semua faktor yang 
diduga berpengaruh terhadap pengembangan 
dan penggunaan indikator kinerja, mendapat-
kan dukungan bukti empirik dalam tahapan 
pra-survei ini. 

Metoda 
Unit analisis dari studi ini adalah 

pemerintah daerah (Kabupaten dan Kota) yang 
diwakili oleh pejabat senior yang bertanggung 
jawab dalam menyusun LAKIP. Survei 
dilaksanakan pada akhir tahun 2008. Kuesioner 

tentang pengukuran kinerja dan akuntabilitas 
dikirimkan secara serentak kepada pemerintah 
kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Dari 
457 kuesioner yang dikirimkan, ada 100 
kuesioner yang diterima kembali setelah diisi 
dengan lengkap oleh responden (tingkat 
pengembalian 22%). Tidak terlalu tinggi tetapi 
cukup memadai mengingat para responden 
yang secara umum sudah sangat disibukkan 
dengan urusan pemerintahan yang begitu 
banyak menyita waktu dan tenaga.  

Seperti ditunjukkan dalam tabel 3, dari 
seluruh kuesioner yang diterima kembali, 44% 
berasal dari pulau Jawa dan 56% dari luar Jawa, 
cukup memberikan representasi yang berim-
bang. Dari sisi tipe pemda perimbangan 
representasi responden juga sangat baik, 78% 
berasal dari pemerintah kabupaten dan 22% 
dari pemerintah kota. Sehingga, meskipun 
tingkat pengembalian tidak tinggi tetapi cukup 
dapat mewakili populasi pemerintah daerah di 
Indonesia.

 
Tabel 3 

Sebaran Responden 

 Kuesioner dikirim  
(457) 

Kuesioner diterima 
(100) 

Tingkat Pengembalian  
(21.9) 

Jumlah % Jumlah %  
Lokasi 

Jawa   
Luar Jawa 

 
115 
342 

 
25.2 
74.8 

 
44 
56 

 
44.0 
56.0 

 
38.3 
16.4 

Tipe 
Kabupaten 
Kota 

 
362 
95 

 
79.2 
20.8 

 
78 
22 

 
78.0 
22.0 

 
21.5 
23.2 
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Tabel 4 menunjukkan bahwa responden 
didominasi oleh laki-laki dan hanya 9% 
responden wanita. Sekitar 75% responden 
berusia di atas 40 tahun dan memiliki 
pengalaman kerja lebih dari 10 tahun. Hampir 
seluruh responden berlatar belakang pendi-
dikan selain bidang akuntansi. 

Hasil dan Pembahasan 

Akuntabilitas Pemda 
Hasil survei tentang alat, isi dan alasan 

dilakukannya pelaporan akuntabilitas dapat 
dilihat secara lengkap pada tabel 5 s/d tabel 8. 
Sebagian besar responden menyatakan bahwa 
informasi yang paling banyak disampaikan 
kepada stakeholder adalah yang sifatnya sangat 
umum (lihat tabel 5, butir a-c). Sementara yang 
lebih teknis dan terkait dengan pengukuran 
kinerja kurang mendapatkan porsi yang besar 
dan hanya pada level menengah dan rendah 

(tabel 5, butir d-h). Fakta ini mengindikasikan 
keengganan yang bisa jadi disebabkan oleh 
kekurangmampuan SDM pemerintah daerah 
dalam menyiapkan komponen laporan yang 
bersifat lebih teknikal. 

Laporan keuangan nampaknya masih lebih 
banyak digunakan daripada laporan kinerja 
seperti terlihat pada tabel 6, dimana laporan 
keuangan tahunan menempati urutan teratas 
sebagai alat professional untuk menyampaikan 
akuntabilitas pemerintah daerah kepada 
stakeholdernya. Sementara itu untuk alat 
politis program radio, rapat eksekutif dan 
legislatif berada diurutan teratas adapun Kamar 
Dagang dan Industri mendapatkan perhatian 
yang paling minimal. Tidak mengherankan jika 
dunia usaha sering melontarkan kekecewa-
annya kepada pemerintah daerah yang mereka 
pandang kurang berpihak kepada dunia usaha.  

 
Tabel 4 

Karakteristik Responden 

Jenis Kelamin Usia Pendidikan Bidang 
Pendidikan Pengalaman 

Lelaki          91 
Wanita         9 

<30             1 
30 – 40     12 
41 – 50     37 
>50           37 

S1       37 
S2       63 

Akuntansi     2 
Lain              98 

< 2              1 
2 – 5           3 
6 – 10         6 

11 – 15        33 
>15            44 

 
 Tabel 5 

Isi Laporan Akuntabilitas 

 Skor 
a. tujuan dan sasaran program 89 
b. tujuan, prioritas dan kebijakan umum pemda 88 
c. fungsi dan kegiatan program 84 
d. keluaran program 77 
e. informasi kinerja program 70 
f. hasil program 69 
g. komparasi indikator kinerja 62 
h. tren indikator kinerja 61 
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Tabel 6 
Alat Akuntabilitas 

  Skor 
Alat Profesional  
a.  laporan keuangan tahunan 83 
b.  laporan anggaran 78 
c.  laporan penilaian kinerja 69 
d.  laporan evaluasi program 68 
e.  laporan audit keuangan 67 
f.  laporan audit kinerja 62 

Alat Politik  
a.  Program Radio 73 
b.  Rapat Eksekutif 71 
c.  Rapat Legislatif 69 
d.  Jalur SMS Khusus 60 
e.  Situs Internet 59 
f.  Dengar Pendapat 58 
g.  Laporan Survey Masyarakat 58 
h.  Konperensi Pers 57 
i.  Program Televisi 54 
j.  Jalur Telepon Khusus 53 
k. Rapat Kamar Dagang dan Industri 41 

  

Kapasitas organisasi sangat jelas terlihat 
mendominasi alasan perlunya akuntabilitas, 
disusul dengan komitmen manajemen dan 
tekanan eksternal. Temuan ini cukup menarik 
dan menggembirakan mengingat jika kita 
kaitkan dengan konsep isomorphism berarti 
normative isomorphism lebih dominan dari-
pada coercive isomorphism. Kondisi semacam 
ini biasanya terjadi di negara-negara maju 
seperti negara-negara di Eropa, USA, Australia 
dan Selandia Baru yang sektor publiknya sudah 
jauh lebih maju. Namun hal ini masih 
memerlukan investigasi lebih lanjut untuk 
memperkuat bukti awal dari survei ini melalui 

in-depth interview dengan beberapa responden 
terpilih dalam waktu dekat ini (Lihat tabel 7). 

Agar bisa memahami hasil survei lebih jauh 
diperlukan analisis tambahan terhadap faktor 
yang mempengaruhi praktik akuntabilitas di 
pemerintahan daerah di Indonesia. Tiga faktor 
yang diteliti adalah: (1) kapasitas organisasi, (2) 
tekanan ekternal, dan (3) komitmen mana-
jemen. Adapun hasil analisis regresi terlihat 
dalam tabel 8 berikut ini dimana faktor 
penentu yang paling penting adalah kapasitas 
organisasi, sementara tekanan eksternal dan 
komitmen manajemen tidak terbukti 
berpengaruh. 

 

 
 

Tabel 7 
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Alasan Akuntabilitas 

 Skor 
Tekanan Eksternal  
a.  tekanan masyarakat 45 
b.  tekanan dunia bisnis 42 
c.  tekanan anggota DPRD 34 
d.  pengaruh asosiasi pemda 29 
e.  tekanan pemerintah pusat 25 
f.  tekanan institusi donor 17 
g.  tekanan media 15 
h.  persaingan politik 12 
i.  tekanan pemda lain 3 

Komitmen Manajemen  
a.  keinginan pimpinan puncak untuk memaparkan kinerja 85 
b.  keinginan manajer untuk memaparkan kinerja 73 
c.  keinginan pegawai untuk memaparkan kinerja 64 

Kapasitas Organisasi  
a.  anggaran kinerja 91 
b.  sistem informasi manajemen 74 
c.  kemampuan pegawai 63 
d.  surplus anggaran 27 

  
Tabel 8 

Akuntabilitas Kinerja 

Faktor 
Unstandardized  

Coefficients 
Standardized 
 Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 
 1. Kapasitas Organisasi .497 .127 .456 3.921 .000 
 2. Tekanan Eksternal -.096 .082 -.110 -1.175 .243 
 3. Komitmen Manajemen .025 .105 .027 .235 .815 

  
Pengukuran Kinerja Pemda 

Dari survei ditemukan bahwa pemerintah 
daerah di Indonesia telah mengembangkan 
ukuran kinerja untuk dicantumkan dalam 
LAKIP, meskipun masih didominasi oleh 
indikator masukan dan keluaran. Tabel 9 
menunjukkan indikator keluaran paling 
banyak dibuat sementara indikator hasil ada di 
tengah dan proses menempati urutan 
terbawah. Walaupun anggaran kinerja sudah 
dijalankan cukup lama namun indikator hasil 
nampaknya belum menjadi prioritas untuk 

dibuat padahal indikator ini merupakan 
indikator yang penting dalam anggaran kinerja. 

Sementara itu untuk penggunaan indi-
kator yang telah dibuat oleh pemerintah 
daerah, formulasi strategi dan penetapan 
prioritas dan alokasi dana menempati urutan 
teratas sementara penetapan anggaran dan 
tujuan kinerja berada diurutan terbawah. 
Temuan ini, sekali lagi, cukup mengherankan 
mengingat keduanya merupakan bagian 
integral dan sangat penting dalam pelaksanaan 
anggaran kinerja (Tabel 10). 
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Tabel 9 
Pengembangan Indikator 

Tipe Indikator Skor 
a.  Keluaran 67 
b.  Masukan 62 
c.  Dampak  51 
d.  Hasil 50 
e.  Manfaat 49 
f.  Efisiensi  45 
g.  Proses 44 

Agar bisa memahami temuan tentang 
pengembangan dan penggunaan indikator 
kinerja yang dipaparkan sebelumnya, 
diperlukan analisis lanjut tentang faktor-faktor 
yang mempengaruhi praktik pengukuran 

kinerja tersebut. Regresi berganda digunakan 
untuk melihat apakah kesulitan dalam 
memahami dan membuat indikator, komitmen 
manajemen, pengetahuan teknis dan regulasi 
mempunyai pengaruh terhadap 
pengembangan dan penggunaan indikator 
kinerja. 

Seperti dapat dilihat dalam tabel 11, dari 
empat faktor yang diteliti dalam studi ini ada 
satu faktor yang berada diambang batas 
signifikansi, yaitu pengetahuan teknis. 
Sementara komitmen manajemen merupakan 
faktor yang memiliki signifikansi tertinggi 
dalam pengembangan indikator kinerja. 

  

 Tabel 10 
Penggunaan Indikator 

Kegiatan Skor 
a.  Formulasi Strategi dan Penetapan Prioritas 66 
b.  Alokasi Dana 66 
c.  Koordinasi 61 
d.  Mengelola perubahan 59 
e.  Pendanaan Program 57 
f.  Perbaikan Indikator kinerja 44 
g.  Penentuan target yang harus dicapai pegawai 43 
h.  Penghargaan terhadap pegawai 43 
i.  Penyusunan Program 41 
j.  Penetapan tujuan kinerja 40 
k. Penetapan anggaran Pemda 40 

 
Tabel 11 

Pengembangan Indikator Kinerja 

Faktor 
Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 

Coefficients t 
 

Sig. 
 

B Std. Error Beta 
1. Komitmen manajemen .269 .082 .322 3.280 .001 
2. Regulasi .227 .096 .229 2.374 .020 
3. Kesulitan pengukuran -.148 .071 -.168 -2.090 .039 
4. Pengetahuan Teknis .190 .097 .191 1.951 .054 
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Jika untuk pengembangan indikator 
kinerja hampir semua faktor memiliki penga-
ruh, hal serupa tidak terjadi untuk penggunaan 
indikator kinerja. Hanya ada dua faktor yang 
memiliki signifikansi, yaitu komitmen 
manajemen dan regulasi. Seperti sebelumnya, 
sekali lagi komitmen manajemen adalah faktor 
yang paling tinggi signifikansinya dalam 
penggunaan indikator kinerja (lihat tabel 12). 

Jika dibandingkan dengan hasil pra-survei 
dengan responden mahasiswa, hasil regresi dari 

survei terhadap pejabat senior pemerintah 
daerah tidak jauh berbeda hasilnya (lihat dua 
tabel terakhir). Hanya kali ini, seperti sudah di 
duga sebelumnya, komitmen manajemen 
berpengaruh sangat signifikan terhadap praktik 
pengukuran kinerja. Dalam praktik pelaporan 
kinerja terlihat bahwa faktor regulasi lebih 
signifikan daripada faktor pengetahuan teknis. 
Hal ini mengindikasikan bahwa coercive 
isomorphism lebih dominan daripada 
normative isomorphism. 

 
Tabel 12 

Penggunaan Indikator Kinerja 

Faktor 
Unstandardized  

Coefficients 
Standardized 

Coefficients t Sig. 
B Std. Error Beta 

 1. Komitmen manajemen .442 .072 .529 6.170 .000 
 2. Regulasi .176 .084 .177 2.106 .038 
 3. Pengetahuan Teknis .160 .085 .161 1.882 .063 
 4. Kesulitan pengukuran -.061 .062 -.069 -.987 .326 

 
Tabel 13 

Ringkasan Hasil Regresi Pra-Survei 

Faktor Pengembangan Penggunaan 
1. Regulasi signifikan sangat signifikan 
2. Pengetahuan Teknis signifikan signifikan 
3. Kesulitan pengukuran signifikan tidak signifikan 

 
Tabel 14 

Ringkasan Hasil Regresi Survei 

Faktor Pengembangan Penggunaan 

1. Komitmen Manajemen sangat nignifikan sangat signifikan 
1. Regulasi signifikan sangat signifikan 
2. Pengetahuan Teknis signifikan signifikan 
3. Kesulitan pengukuran signifikan tidak signifikan 
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Kesimpulan 
Salah satu temuan penting dalam studi 

tentang praktik akuntabilitas di pemerintah 
daerah adalah bahwa dari ketiga faktor penentu 
yang diteliti, hanya kapasitas organisasi yang 
secara statistik berpengaruh sangat signifikan 
sementara tekanan eksternal dan komitmen 
manajemen tidak berpengaruh signifikan. Jika 
temuan menjadi dasar pengambilan kebijakan, 
maka jelas sekali bahwa peningkatan kapasitas 
organisasi yang dalam studi ini dirinci ke dalam 
empat hal, yaitu: (1) sistem informasi manaje-
men, (2) anggaran kinerja, (3) kemampuan 
pegawai, dan (4) surplus anggaran menjadi 
sangat penting dan harus diberikan porsi yang 
cukup besar guna meningkatkan tata kelola 
pemerintahan yang baik yang pada gilirannya 
akan meningkatkan akuntabilitas dan kinerja 
pemerintah. 

Sementara itu untuk praktik pengukuran 
kinerja, hal yang patut dicermati adalah adanya 
dominasi komitmen dan regulasi atas 
pengetahuan teknis dan kesulitan pengukuran 
yang mengindikasikan bahwa penyusunan 
laporan kinerja lebih disebabkan karena adanya 
peraturan yang mewajibkan pemerintah daerah 
untuk membuatnya, bukan karena kesadaran 
akan arti pentingnya laporan itu bagi kebera-
daan institusi pemerintah yang bersangkutan. 
Jika ini benar terjadi maka klaim yang dibuat 
oleh Barreto dan Baden-Fuller (2006) yang 
mengatakan bahwa indikator kinerja yang 
dibuat oleh organisasi tidak memiliki pengaruh 
yang berarti pada operasi internalnya karena 
hanya dibuat lebih banyak untuk mematuhi 
regulasi yang memang harus ditaati. Dengan 
kata lain semua itu dilakukan untuk memenuhi 
keperluan formal bukan substansial. It’s simply 
to conform not to perform. 
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